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Abstract

In the decision of the divorce case, the judge in the Religious Court requires a husband to
paythe 'iddah of his ex-wife. As for the case for divorce (khulu') in the Shafi'i school, it does
not provide iddah for ex-wife. A wife who demands a divorce from her husband can abort
her rights in the future, such as the right to a living during the ‘iddah period and a mut'ah
income.However, in the divorce decision at the Supreme Court regarding the divorce case,
the judge gave a decision by granting the divorce lawsuit by charging the ‘iddah cost of
living to the husband. A lawsuit (khulu') is a divorce that occurs at the request of the wife by
giving a ransomor ‘iwadl to and with the approval of her husband. In this study, the subject
of discussion is how the wife's 'iddah’ livelihood rights after divorcing her husband according
to the Syafi'i school? 137/K/AG/2007?, and Is the judge's consideration allowing the wife as
the plaintiff to get the 'iddah maintenance right from her husband after the divorce? This
research is the resultof library research which is descriptive and analytical. The results of the
research obtained are firstly, according to the Syalfi'i school, the ‘iddah income is not given
to the ex-wife who divorced ba'in such as divorce (khulu') which is also categorized as talak
ba'in sughra, secondly. 137/K/AG/2007 concerning the provision of a living 'iddah divorce,
the panel of judges continues to provide a living 'iddah to the wife because the wife is not
proven to have committed nusyuz, the three Supreme Court Judges' considerations
regarding the 'iddah divorce claim are based on Article 41 letter (c) of the Law -Law No.1 of
1974 Jo, and Article 149 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Islamic Family Law, Positive Analysis of the Supreme Court Decision
No. 137/K/Ag/2007

Abstrak
Dalam putusan perkara cerai talak hakim di Pengadilan Agama mewajibkan bagi seorang
suami mebayar nafkah ‘iddah kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk perkara cerai
gugat (khulu’) dalam Mazhab Syafi’i tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istri. Istri
yang menuntut cerai suaminyadapat menggugurkan hak-haknya dimasa mendatang, seperti
hak nafkah selama masa ‘iddah dan nafkah mut'ah. Namun dalam putusan cerai gugat di
Mahkamah Agung mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan putusan dengan
mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah ‘iddah
kepada suami. Cerai Gugat (khulu’) adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri
dengan memberikan tebusan atau ‘iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam
penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana hak nafkah ‘iddah istri
setelah melakukan cerai gugat terhadap suaminya menurut Mazhab Syafi’i?, Bagaimana
hak nafkah ‘iddah istri setelah melakukan cerai gugat terhadap suaminya dalam putusan
Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007?, dan Apakah pertimbangan hakim memperbolehkan
istri sebagai penggugat mendapatkan hak nafkah ‘iddah dari suami setelah cerai gugat?
Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (Libarary research) yang bersifat
deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama Menurut Mazhab
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Syafi’i nafkah ‘iddah tidak diberikan kepada mantan istri yang ditalak ba'’in seperti cerai gugat
(khulu’) yang juga dikategorikan sebagai talak ba’in sughra, kedua Dalam putusan
Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat
majelis Hakim tetap memberikan nafkah ‘iddah terhadap istri karena istri tidak terbukti
melakukan nusyuz, ketiga Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang nafkah ‘iddah
cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo, dan
Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Analisis Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007, Cerai
Gugat, Hukum Keluarga Islam,

A. PENDAHULUAN

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perorangan maupun
kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi
terhormat sesuai kedudukan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Ikatan suci yang
dipersaksikan oleh Allah ini harus di topang oleh kasih sayang yang penuh dengan
kemesraan,sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21: \

O35 o 58 ¥ Al o8 AR 55 8355 a8 Jeay el 130T A5 1 a8l Ba 280 I8 Al G
Artinya: “dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang- pasangan
untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yangdemikian itu tanda-
tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.*

Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan
merupakan suatu hal yang mudah, sehingga sering kali timbul percekcokan dalam
kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut. Jika hal ini
terjadi terus-menerus, maka hanya akan mendatangkan kemudratan yang lebih besar,
maka perceraian merupakan jalan untuk menghindarikemudratan tersebut.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. perceraian dipilih
ketika dibutuhkan, jika mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang
lebih besar, jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena
mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi. Dalam islam percerian diperbolehkan,
namun sangat tidak dianjurkan. Didalam Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan itu juga
dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan
pembatasan yang ketat dan tegas baikmengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata
cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam yaitu “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama
setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak."”

Dilihat dari cara mengajukannya, perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi
dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak yang diajukan suami
ke Pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental doktrin figh
yaitu cerai itu merupakan hak mutlak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus
digunakan dilingkungan Peradialan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan
cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan perceraian adalah suami, sedangkan
dalam perkara cerai gugat yang mengajukan perceraian adalah isteri. Sebagaimana
disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: “putusnya perkawinan yang

! Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur'an Terjemah, (Jakarta: Al-huda,2002), h. 407.
2 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Depag RI 2004), h. 170.
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disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan
perceraian.”

Cerai gugat diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-
undang. Sebagaimana hadist nabi Muhammad Saw.

G B gle el Lo il Gy Gl Jpm ) L i Gl 5 gle ol il Gr i B el o) ulee 0l e
e o dil Jsuy B | pa S s e (0 ) alus dude Jloa dll Jgmn s JB D) 3 iS00 S) 1 Y

Al gl 5 dgall 8 alu
Artinya: “Ibnu Abbas menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu
berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara
beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah
engkau mau mengembalikan kebun kormanya (yang jadi maskawinnya dahulu)
kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasullullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan
menyarankan kepadanya: Terimalah kembali kebunmu dan thalaklah isterimu itu satu
kalil.”(H.R.An-Nasa’

Imam Syafi'i berpendapat : Semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan
dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam
masa ‘iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan
suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkahdari
suaminya selama dalam masa ‘iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.*

Sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang
berbunyi: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa
iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bai’n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak
hamil”.> Perceraian yang dilakukan secara khulu’ atau cerai gugat berakibat, bekas suami
tidak dapat ruju’ lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu ‘iddah, hanya di bolehkan
kawin lagi atau kembali dengan agad baru. sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam pasal 119. “Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi
boleh akad nikah barudengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah. "®

Dalam putusan cerai talak hakim mewajibkan seorang suami membayar nafkah
‘iddah kepada mantan isterinya. Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum figh
tidak memberikan nafkah ‘iddah bagi mantan isteri karena dianggap nusyuz. Namun dalam
putusan cerai gugat di Mahkamah Agung mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan
putusan menjatuhkan talak ba’in sughra kepada suami dan mengabulkan gugatan cerai
gugat tersebut dengan membebankan biaya nafkah ‘iddah pada suami.

Mengenai masalah diatas ada sisi menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang nafkah
iddah dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam putusan Mahkmah Agung no: 137
K/AG/2007. Isteri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan
hak-haknya pada masa mendatang seperti hak nafkah selama masa ‘iddah, namun dalam
prakteknya terdapat kasus bahwa isteri yang mengajukan cerai gugat kepda suaminya
mendapatkan hak nafkah ‘iddah dari bekas suaminya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait
pemberian nafkah iddah pada cerai gugat atau khulu’ dengan menggunakan analisis
Mazhab Syafi’i, pemilihan atas Mazhab Syafi'i adalah karena diakui mayoritas masyarakat

3 Ibid,

4 Imam Syafi'l Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, terj. Imron Rosadi dkk, jilid 2 (Jakarta:Pustaka
Azzam,2013), h. 602

5 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 183

6 Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta:Depag RI,2004), h. 172
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muslim di Indonesia bermazhab Syafii dan juga kemudahan akses penulis untuk
menemukan rujukan- rujukannya, maka dari itu penulis membuat sebuah penelitian dengan
judul “ Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi’i (Analisis Putusan
Mahkamah Agung No: 137k/Ag/2007)

B. PEMBAHASAN
1. Konsep Nafkah Menurut Mazhab Syafi’i
a. Pengertian Nafkah

Kata “ Nafagah “ diambil dari kata Gl yang artinya mengeluarkan. Dalam kamus

Arab Indonesia 43l4ill Al-Nafagah memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.” Nafkah
Adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup
orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat hartanya menjadi berkurang
karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan
perkawinan maka nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk
kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi
berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh
suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.®

Pengertian nafkah menurut Sayyid Sabiq adalah memenuhi segala kebutuhan istri
yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat meskipun istri adalah orang
kaya.® Nafkah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah “Makanan yang diberikan untuk istri
atau pembantu yang kadarnya telah ditentukan. Ataupun selain untuk keduanya dari asal
seperti furu’, budak, atau binatang ternak yang sesuai dengan ukurannya.”°
. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa ayat yang menyinggug tentang nafkah suami terhadap istrinya yaitu:
Surat At-Talaq ayat 6-7:
u\ﬁu@&&@@éue—‘h ‘}&U%J}‘usubu«—‘h ‘Muﬁj)ha\i)éh)weﬁwubwuﬁjﬁﬂ
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Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya sampai mereka malahirkan kandungannya, kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan
musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui
kesulitan, maka perempuan Ialn boleh menyusukan anak |tu untuknya u

Artinya Hendaklah orang yang mempunyal keluasan memberl nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

7 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir:Kamus Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif,1997), h.10

8 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Figih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para ulama Buku
Kedua, (Bandung: Mizan,2002), h. 136

9 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, Ringksan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzidkk,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h. 470

10 Jmam Muhyidin An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhazzab Jilid 22, (Libanon: Darul Kutub Al-limiyah,
2011), h. 149

11 Departemen Agama RI, Mushaf Al-qur’an Terjemah, (Jakarta: Depag RI 2004), h. 560
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(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan
kelapangan setelah kesempitan.” 1
Selain itu di dalam Surat Al-Bagarah 233:
Ol Al Y Sa3aally (g Gad ) A JJXJ“‘M ole 3 e ladl & G 351 Gal Gl ilsa AT G G ‘—'JUU
CL}A)@J}L&.\)\A@—\AU&‘)JUQ YLAS \J\)‘ u\ﬁ th.mu)\jﬂ é&;}cﬂ};ddﬂy \J}u.ﬂya.ﬂ\} )Lm.i\J L@-z-u} \J\
)“AJU)L“"-‘L"‘“NU\ \}A&L\Ja&)\ \)L\)g_QJJ’_Ah H.qe.\.dub\es.\lcch;)\ﬂes.l\J}\ \}M)Mu\(ud)\u\}u@_\lc
Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan
pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula
seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.
Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara
keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu
kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.”"?
Kemudian di Surat Saba’ ayat 39 )
AN A AT AN 54 ot b da Ly Hag ealie e 4L () 3500 Il 35 &) OB
Artinya : “Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi
siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja yang kamu infakkan,
Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.”*4
Lo sihaad cand Jay glde U o) d) J s ) 1l calu g adde d) la al) ) aia el pclli A8l oo
q}ﬂhéﬂ}}@é&uéﬁ -Jad celag\f YY) cAJLnQA«LS';iLa\Jj ‘gﬂ”@gsf
Artinya, “Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW.
‘Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang
diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang
tanpa sepengetahuannya,” kata Hindun. ‘Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan
anakmu,”” jawab Nabi SAW, (HR Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain-lain).

c. Hukum Memberi Nafkah

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu menimbulkan hak dan
kewajiban antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada
istri artinya istri berhak memperoleh nafkah. Dan selanjutnya istri mempunyai kewajiban
melayani suami untuk kelangsungan hidup beruamah tangga. Istri harus bersedia mengikuti
suami kemana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan
seksual.

Dalam sebuah kaidah figih dinyatakan, setiap orang yang menahan hak orang lain
untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini secara
umum, termasuk kaitannya dengan pernikahan. Seperti yang telah dikemukakan
sebelumnya bahwa dengan terselenggarakannya akad nikah menimbulkan adanya hak
dan kewajiban antara suami istri. Diantara kewajiban suami istri yang paling pokok adalah
kewajiban member nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, pakaian (kiswah), maupun
tempat tinggal. Berdasarkan kaidah tersebut maka tepat kiranya islam mewajibkan suami

12 |bid,.

13 Ibid, h. 38

¥ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim jilid 2, (Tunisia: Dar ihya Al-Kitab Al-
Arabiyah,1992), h. 234
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untuk memberikan nafkah kepada istrinya.®
d. Nafkah Perempuan Ber’iddah
Iddah adalah saat dimana seorang istri menahan diri ketika hilangnya nikah, baik
yangsifatnya pasti (mutaakkid) atau nikah yang syubhat, perempuan dalam masa ‘iddah
raji atau hamil, ia berhak mendapatkan nafkah Karena Allah Swt berfirman dalam surah
At-Thalaqg ayat 6 :
a8 Gila Gaia s Gglle Uw\ﬂdudj‘usubue—dc ‘Muﬁyﬁm%éh}we&u&ww@‘
£ DAT AT ja i £500ad )5 Sa iy 1500 1554005 530 G S &
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di
antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik
dalam ‘iddah talak raj’l atau talak ba’in atau bahkan dalam ‘iddah kematian yang nantinya
akan ditanggung oleh ahliwaris suami.'®

Sedangkan nafkah ‘iddah bagi istri yang di Talak Ba’in menurut Mazhab Syafi’l
adalah wanita (istri) tersebut berhak atas tempat tinggal bila dia tidak dalam keadaan hamil,
dan apabila dia dalam keadaan hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal
dan segala bentuknya.!’

Imam Syafi’i berkata: Semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk
kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa
‘iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan suaminya
tidak mungkinlagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya
selama dalammasa ‘iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.8

Adapun wanita yang di talak ba’'in menurut Mazhab Syafi’i tentang wajibnya nafkah
‘iddah kepadanya adalah jika istri tidak dalam keadaan hamil maka dia tetap berhak
mendapatkan tempat tinggal, akan tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari
suaminya dan jika istri dalam keadaan hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah ‘iddah
dari suaminya.

Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarh Al-
Muhadzdzab tentang nafkah ‘iddah bagi istri yang di talak ba’in adalah : “ talak ba’in waijib
bagi suami menyediakan tempat tinggal, adapun istri dalam keadaan hamil atauistri tidak
dalam keadaan hamil, dan adapun tentang nafkahnya, jika istri tersebut tidak dalam
keadaan hamil tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya dan jika istri tersebut
dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri."

Adapun hadist yang menyatakan tentang nafkah ‘iddah itu tidak diberikan kepada
perempuanyang di talak ba'in adalah sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW.

&WMMU&M\&d;@ﬁwmucumuhgdyww‘)ﬂmuh‘!b‘)@wb‘;\uﬂ\wmuh
A5 Y5 SR ol 06 636 dallaall s a4l A s

15 Slamet Abidin, dkk, Figh Munakahat Jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 173
16 Slamet Abidin, dkk, Figh Munakahat Jilid 1, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 178
7 Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera 2008), h. 402
18 Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Imiyah, 2002)
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Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basyar]
keduanya telah berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] telah
menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Salamah bin Kuhail] dari [Asy Sya'bi] dari
[Fathimah binti Qais] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mengenai seorang wanita yang
ditalak suaminya dengan talak tiga, beliau bersabda: "Dia tidak berhak mendapatkan
tempat tinggal dan nafkah."

N

. Konsep ‘lddah Menurut Mazhab Syafi’i
a. Pengertian ‘Iddah

‘/ddah dalam Bahasa Arab yang berasal dari kata x| yang secara arti
kata Dberarti “menghitung” atau “hitungan” kata ini digunakan untuk maksud ‘iddah karena
dalam masa ‘iddah itu perempuan yang beriddah menunggu berlalunya waktu. Dalam kitab
Abi Yahya Zakaria ditemukan defenisi ‘iddah yang sederhana diantaranya adalah :

T30 e Lol 5l lgas 3ol A8 paall 3l all lead a5 52
“Masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk
mengetahui kesucian rahimnya, mengabdi atau berbela sungkawa atas kematian
suaminya”.

Sayyid Sabig memberikan defenisi ‘iddah

“Ilddah adalah nama dari suatu masa dimana seorang perempuan dalam masa itu
menunggu dan menahan diri dari melangsungkan pernikahan setelah suami wafat atau
dicerai oleh suaminya.”?®

Sayyid Sabiq dalam kitab Figh Sunnah mengemukakan pendapatnya tentang defenisi
‘iddah lebih menekankan pada sebab ‘iddah itu sendiri dimana ‘iddah merupakan masa
menunggu bagi perempuan. Selama masa ‘iddah ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain.
Adanya ‘iddah itu disebabkan oleh kematian suami atau karena perceraian.

Menurut Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy defenisi ‘iddah
adalah masa menunggu buat wanita (tercerai ), untuk bisa diketahui rahimnya bebas
kandungan, atau Ta’abbud, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami Ta’abbud
yaitu : sesuatu yang tidak bisa diterima atau di pikirkan oleh akal mengenai maknanya baik
berupa ibadah atau bukan ibadah.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapat disusun hakikat dari ‘iddah
tersebut sebagai berikut: “ masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah
bercerai dari suaminyaagar dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahimnya atau
untuk melaksanakan perintah Allah.

b. Dasar Hukum ‘lddah
Adapun yang menjadi dasar di syari’atkan hukum ‘iddah adalah :
1) Al-Qur'an.
Dalam Al-Quran banyak ayat yang menganjurkan kewajiban bagi perempuan
untukber’iddah diantaranya: Firman Allah SWT dalam surat Al-Bagarah ayat 228. o
£ 508 A (pgandily (it 5 Canlladl
Artinya : Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu ) tiga kali
suci.... (QS. Al-Baqgarah : 228)
Surat Al-Baqgarah ayat 234 S . .
152 § Ll das ) Gesdily Glad 58 A1 551 53505 A G350 (il
Artinya : “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri

19 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Figh Sunnah Sayyid Sabig, terj. Ahmad Tirmidzidkk,
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h. 445
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hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari....”
Surat AI Ahzab ayat 49
Tias 15150 G 58 5005 b 53508 L 338 e e (gl &0 G 558 0 I (e (b 54080 28 e a0 2825 130 1380 30 2
Artinva : “Wahai orang-orang vana beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya
maka tidak ada masa idah atas mereka vang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah
mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”
Surat At-Thalaqg ayat 4
433‘d.\_\w)u@mw.uu\u.@J;\JLA;‘}J\J)\)UAAAJ(JH\})@..»\MLL)@MMJ\U\?SJMUAUM\wu,um&\j
|5 o )il e 41 Jas
Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika
kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan dan begitu
pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang
hamil, waktu iddah mereka itu sampai merekamelahirkan kandungannya. Dan barang S|apa
bertakwa kepada Allah, niascaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
2) Al-Hadist
Dalam sunnah nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang ‘iddah diantaranya:
g_m‘);ﬂla‘u)d\g_ujl;\ﬂ\alg_wu‘)n\\.@_\\m@\L_L\.\L_L\.\JUL:QAL\U.\J.\A;UL:)S.\L;\\U.\AM\J.\cucdﬂ.aucs;uaﬂ\ Lm;
J\AHL@AJMM?JMJBMMM{)L }i d)l;o)mmau;hucﬁum)ﬂu}a\@yunme\éca_ﬂad
JA.:U\ }Y\e)ﬂ\)‘mbwyo\fyb\my»d)m e&u}‘%ﬂc‘w\&m ﬂ\dﬁ)uw@\)mﬁbwmﬁhébm\}
20 « ‘J““’J)G-“"'“-‘J‘CJJGA"’ Y\d\.ﬂu)&dﬁt_\.mslc
Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr fari
Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya
dengan ketiga hadis ini. Zainab berkata: aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya
meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang
lainnya. Kemudian ia menyimaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua
belah pipinya dan berkata: demi Allah, aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja kau
mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman
kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali
terhadap suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Abu Daud)
Gor Y G d) e o e ) S el ) Aie cp i de e s 1 JB Gled Gl e o as Sl J8
i) o plas il ) Lo ) Jpmy Ll B Lo o 5 Leian 0 Lol Lo el Cojall iy B e B3y 0o se
GuwﬁjdpwwuumLSL@J\M};\uﬁ\u.uﬂ\.umu\a‘)m«.ucu.um\i.\cuj\ Jy‘uddﬂ\mud)&ck_ﬁﬁ
Lgaaldd (o alad Lald a3ld g amy Llaa Camaia g o)) i ol Jala 8 g plagll daa (8 e A58 )0 agd (e OS5 531 (0 e
Ay s A a5 llaal cilasd @11 e L J Al de s (e oy S ¢ Jibiad) sl Lle Jasd Glball cilen
o A Jsm ) Gl s el s S o Coran S T U8 Wb A Gl ) e 5 el da ) dlle el S mSUG il L
2L (Al olsy ) O zs5h el les Camiag cpa il 8 U 0 Gl e aillid alu g agle A
Artinya : “Al Laits berkata,Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata:
Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya bapaknya
telah menulis kepada Umar bin Abdullah bin al Argam memerintahkan untuk mendatangi
Subaiah bin al Haris al Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa yang
disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Umar bin Abdullah bin al Argam menulis untuk
memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh Subaiah bahwa dia adalah istri Sa’ad bin
Haulah dari bani Amir bin Luway, Sa’d ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu

20 Sulaiman bin ‘Asy’ad bin Syadad bin ‘Amr al-Azdi Abu Daud, Sunan Abi Daud, bab ihdad wanita yang ditinggal
mati suaminya no. 2301 juz 7 halaman 67 (Maktabah al-Syamilah)
21 Al Bukhary, Shahih Bukhari,Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), h. 14
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haji wada’ sementara Subaiah pada saat itu sedang hamil, tidak lama sepeninggal
suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dia berhias dan siap untuk dipinang,
Abu Sanabil bin Ba’kak dari Bani abdi Dar mendatanginya dan berkata kepadanya saya
melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi
Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah
berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku lalu
menemui Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasulullah SAW memberi fatwa
kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan
memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau”

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa ‘iddah adalah masa menunggu bagi wanita
yang di talak suaminya (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). Perbedaan
status ini merupakan faktor penentu jenis ‘iddah yang akan dijalani seorang istri. Adapun
wanita hamil ‘iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa ‘iddah perempuan
yang ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari pada cerai mati, yaitu tiga quru’, bagi
mereka yang berada dalam masa haid dan tiga bulanbagi mereka yang belum baligh atau
menopause.

. Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan diwajibkan ‘iddah itu adalah :

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang
ditinggalkan mantan suaminya.
Kedua: untuk ta’abbud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun
secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya wanita yang
suaminya meninggaldan belum digauli semasa hidupnya, masih tetap wajib menjalani masa
‘iddah, meskipun dapat dipastikan mantan suaminya itu tidak meninggalkan bibit didalam
rahim istrinya tersebut.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan ‘iddah ini adalah :
Memberi kesempatan kepada suaminya untuk kembali membina rumah tangga selama itu
baik dalam pandangan mereka.
Menjungjung tinggi nilai pernikahan.
Dengan adanya ‘iddah ia akan dapat menjalin kembali hidu perkawinan tanpa harus
mengadakan akad baru.

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya Fathul Mu’in

disyari’atkannya ‘iddah adalah: Untuk memelihara jangan sampai tercampur (status)
keturunan.??

. Macam-macam lddah

Secara garis besar ‘iddah di bagi menjadi dua :
Dalam hal ini posisi ‘iddahnya, ada dua kemungkinan yaitu wanita yang dalam keadaan
hamil dan tidak dalam keadaan hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam
keadaan hamil,?®> maka ‘iddahnya sampai ia melahirkan. Firman Allah surat At- thalag ayat
4.

T N T R N R P AR A T TR BT AL RS R L P
Al 35 Gas Glaa Gl O Glal JeAY) &ly Glasg Al o5 el Al Gihad 2551 o) GSIS e (alaall Ga G (15
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22 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in,terj. Aliy As’ad, jilid 3 (Yogyakarta: MenaraKudus,1979),

h. 173

23 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Figh Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzidkk,

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h. 455
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Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu
jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang
hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusannya.”

Sedangkan bagi istri yang ditinggal suaminya, baik ia sudah atau belum campur
dengan suaminyayang meninggal itu, maka ‘iddah mereka empat tahun sepuluh hari. Ini
sesual dengan firman AIIah dalam Surah Al-Bagarah ayat 234

G Olnd Lt &l FUA S Gplal GAL I § i Aa ) Gl a5 155 3005 K O uﬂj‘j

Artmya . “Dan meimm‘m\j &35 5nall
orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-
istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah
mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

2.

mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

‘lIddah Karena perceraian atau talag, Mengenai ‘iddah karena talaq ini ada beberapa
kemungkinan :

a) Wanita yang di talag suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya ialah sampai

melahirkan

b) Wanita yang ditalaq suaminya karena masih mempunyai haid, maka ‘iddahnya ialah tiga

kali suci, dalllnya adalah firman Allah surat Al- Baqarah ayat 228

AT Gl zads 5aY) sl il Ba3 CR O Ceala )l G340 Gl a0 O Ol Oxa Vs # ¢})5 Bl gl ¢ Ol s RIRA

@..\S;J.\)cal\\j ujau@cdu)ﬂ}u}ﬂhu@cdj\duu@i B0 ‘}J‘J‘U‘JJ‘;&J}
Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali
qguru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim
mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih
berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan
mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa,
Mahabijaksana.”

¢) Wanita yang ditalag suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau

sudah Ignjut usia maka ‘iddahnya ialah tiga bulan firman Allah surat At-Talaq ayat 4

‘m‘d“L}‘“_ﬁU@-l“Au’-‘-“-‘u\L@A\JQY\J}\}M&AH\})@‘\MU@‘MH‘)\u\?s"l""”u“‘u“-‘;““U‘“L)“-‘-‘GJ\J

d)

\‘).uu b‘)A\ e ‘d dAA_I
Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu
jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu
(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang
hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan
barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam
urusannya.”
Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada ‘iddah baginya, Firman Allah surat
Al-Ahzab ayat 49

MB\,}“‘L}“PJ‘“}L}“M‘-@—‘}“’-‘“‘wweﬁwwwu‘wu‘u‘t)&e‘u‘ﬂ‘ﬁﬁb")—““U—’JMLG—’L’

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya
maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah

Landraad Volume 1, Nomor 1, Maret 2022
10


https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

Landraad: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan
Hukum Muamalah

Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, 1 - 21
E-ISSN: 2829-756
https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl

mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”
Macam-macam ‘iddah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

‘iddah bagi perempuan yang sedang dalam menstruasi : tiga kali menstruasi.

‘iddah bagi perempuan yang dalam keadaan suci : tiga bulan

‘iddah perempuan yang telah melewati masa menstruasinya (menopause) : tigabulan.

‘iddah perempuan yang dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Tidak ada ‘iddah bagi

perempuan yang belum dukhul (bersetubuh).

apow

3. Pengertian Cerai Gugat (Khulu’)

Kata (sl ) berasal dari ( &= ) maknanya “ menanggalkan, melepas ” karena suami istri
adalah ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-
Bagarah ayat 187 . ) )

Gl Gl 815 &1 0 G
Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

Sedangkan Khulu’ menurut istilah Syara’ adalah perceraian dengan adanya penukar

atau tebusan yang dimaksudkan misalnya bangkai dari istri atau lainnya, yang diberikan
kepada suami, dengan lafadh Talak atau Khulu’ atau Tebusan sekalipun Khulu’ itu terjadi
dalam masa ‘iddah rajiyyah, karena wanita dalam ‘iddah rajiyyah itu seperti istri dalam
kebanyakan hukum-hukumnya.
Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawai dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab,
Pengertian khulu’ menurut bahasa adalah pencabutan seorang perempuan mengkhulu’
suaminya apabila ia memberikan tebusan kemudian suami menceraikannya atas tebusan
tersebut.

Pengertian Cerai Gugat atau Khulu’ menurut Mazhab Syafi’i adalah sebagai berikut :
‘Khulu’ secara Syariah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan
perkawinan antara suami istri dengan tebusan dari istri yang memenuhi syarat-syarat
tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak , baik sharih atau kinayah, maka sah
khulu’'nya dan terjadi talak ba’in”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 yang berbunyi:
a. Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru
dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
b. Talak Ba’in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
1. Talak yang terjadi gabla al-dukhul
2. Talak dengan tebusan atau khuluk
3. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Masalah Khulu’ juga dijelaskan dalam hadist riwayat dari Ibn Abbas ra:
‘fa\ Y\&Yjwiéubésaﬂ\u‘m\ d}u‘)bdlss?hjmlcw\‘_;m@.d\‘;\ ummwum&wu.’bb\f\ugh
L@)\Aﬂb).‘qbust_m)seud\sﬁm&dc Cpd 'yl elujdcw\éaw\}quuﬁ)sﬁ\u\A\
Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa saudara perempuan Abdullah bin ubai, istri Tsabit bin Qais
datang kepada Nabi SAW dan berkata, “ wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais bagiku tidak
tercela dalam riwayat lain menggunakan kata “ anqimu “ padanya dari segi akhlak dan
agamanya. Akan tetapi aku tidak mampu kecuali aku membenci untuk menjadi kufur dalam
islam. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (mahar)’ ia
menjawab , ya lalu ia mengembalikannya padanya, dan Rasulullah SAW bersabda,
ambillah kembali kebun tersebut dan talaklah ia satu talak ( lalu ia berpisah darinya ).
Ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli, tidak
menjalani masa ‘iddah (masa tunggu), karena ia tidak bisa dirujuk, dan termasuk kategori
cerai talak ba’'in sughra. Sementara hadist diatas menunjukkan bahwa khulu’ adalah
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perceraian dengan tebusan, atau dalam bahasa perundang-undangan disebut dengan
gugat cerai dengan tebusan (‘iwadh). Dalam hal ini sudah jelaslah bahwa tidak ada
perbedaan defenisi antara mazhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam tentang ceri
gugat atau Khulu’.

4. Landasan Hukum Cerai Gugat (Khulu’)

Adapun dasar hukum cerai gugat (khulu’) adalah Al-qur’an dan Hadist. Dalam Al-
quran surat Al-Bagarah ayat 229 —230
(""AAUQ 433‘ J)A;Lus.\y‘\ﬁ\;_\u\ Y\mw}@ﬁ\m\}hhu\eﬁdM\J} u@h@ﬂ}\u})wdm& U")"‘d)‘u‘
u}qﬂ:ﬂ\e@ d.d}uad.\\ a;&ww}u}m)\a‘m\ J}A;JL Mum\mu@_\h Cl.m)\a ) q}A;LA.mY\
Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan
baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu
yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak
mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak
mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran
yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka
janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah
orang-orang zalim.”

Dari surat Al-Bagarah ayat 229 tersebut, diperoleh ketentuan bahwa apabila sudah
tidak ada persesuain antara suami istri dalam hidup perkawinannya dan keadaannya sudah
sedemikian rupa sehingga tidak tertahan lagi, dan istri menghendaki perceraian, maka istri
dapat minta talak kepada suaminya dengan memeberi tebusan kepada suaminya, harta
yang pernah diterimanya sebagai maskawin.

Surat Al-Bagarah ayat 230
4 A)A;&JL) 4 A)hmu\h.bu\\aé\‘)uu\\.@cch;)&@bu\ﬁ oyuj)csu@;mwdda.\)\s@lkub
O3abd o 58 i
Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan
itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika
suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama
dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya
kepada orang-orang yang berpengetahuan.”
Selalg itu didalam surat An-Nisa ayat 128
) 5iad ()5 ) i) et 5 A Alal FAlle Lgih laliad 3 lagile #UA S Lal 52) 3 \Jwg@wuﬁub\f\u\j
15l G slard Ly & i (a1 58
Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap
tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan
perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan
jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan
sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas menjelaskan adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu’ ini
ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu’ ini istri dapat
mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan.
Sama dengan hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, maka istri juga
dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan untuknya. Jika suami melakukan kekejaman,
maka istri dapat meminta khulu’.

Adapun dasar Cerai Gugat (khulu’) dalam Hadist adalah :
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Logon OV a8 0 dll e 0 pee (A iS el o) Aie Gl e dl e s 1 JB Giled Ol e e as Sl J8
iSE il (g e i Lia dl D Ll JE L e 5 L g Lol L el G jall iy Jas e JA 0 0 e
G ale i e s Alsa (e il Ll a0 G pal) i A ) oy e G dilue ) WY1 G ) e 0 e
Cileat Ll (g el Lald 45 203 Lelaa Canniay o) i l8 Jals (a5 plasl) daa B Lgie (A8 1 a 28 ae IS5 53!
il Lo dily ol AL a5 Uaall cilead @) e Ld JUE ) e i (e Ja s S o il ol Ledle Ja0 Uasl
ade il La il Sgmy Cuil s Cannal (n ol o Cinan @D 1 O Ll Ao B | i 5 el e ) e e ia aSUy

24 (sad ol sy ) (M o 75l (el s e Cana g s calla 8l lils el e aillid ol

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa saudara perempuan Abdullah bin ubai, istri Tsabit
bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais bagiku
tidak terceladalam riwayat lain menggunakan kata “ anqimu “ padanya dari segi akhlak dan
agamanya. Akan tetapi aku tidak mampu kecuali aku membenci untuk menjadi kufur dalam
islam. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (mahar)’ ia
menjawab , ya lalu ia mengembalikannya padanya, dan Rasulullah SAW bersabda ,
ambillah kembali kebun tersebut dan talaklah ia satu talak ( lalu ia berpisah darinya ).

5. Hukum Cerai Gugat (Khulu’) Menurut Mazhab Syafi’i

Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinannya dengan
jalan Khulu’dengan memberikan kembali kepada suami apa yang telah diberikan suami
kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang
terdapat pada surat Al-Bagarah229 tersebut diatas.

Menurut Abu Syuja’ Al-Ashfahani didalam kitabnya Al-Ghoyah wa At-Taqrib hukum
Khulu’ adalah sebagai berikut :

Canall B 5 sedall (8 Al eans can 1S Y) Lo Al dan ) Y e el 4s iy ¢ aslaa pase e Jila flall

ZSLBM\ Aaliadll éaj:\\fj
Khulu’ itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya khulu’ istri
berhak menentukan dirinya sendiri tidak bisa meruju’nya kecuali dengan pernikahan yang
baru. Khulu’itu boleh diajukan ketika haid maupun dalam keadaan suci. Talak tidak dapat
dijatuhkan padawanita yang telah menebus dirinya dari suaminya (dengan khulu’).?®
Hukum cerai gugat (khulu’) yang dilakukan isteri pada suami dalam islam adalah sah
dengansyarat yang di tentukan. Adapun hukum asal dari cerai gugat adalah boleh, Imam
Nawawi menyatakan di dalam kitabnya Raudhah At-Talibin:

2 86l F8Y s maays ) g ¢ laall e Ji ATl g dany ol Blaall Lo Bala oo s sl g o)l s e pana i) Jual g
Hukum asal dari khulu’ adalah boleh menurut ijma’ ulama, baik tebusannya berupa seluruh
mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu’
adalah sah dalam keadaan konflik atau damai.

Didalam kitab Fathul Mu’in Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy asal hukum khulu’
adalah :

3D i agdy s Lpd JE aliad e Al Y (0 o O 33Ul Cila (gl 4y 138 3 55 ¢ 3OUAIS a3 g ¢ 05 S alual

281 gaie Y Gl e 4] 4 VU8 Adualls gry cplilal)

Asal hukum khulu’ adalah makruh dan terkadang bisa jadi sunnah, sebagaimana talak.

Kesunnahan khulu’ melebihi atas kesunnahan talak, bagi orang yang bersumpah untuk

24 Al Bukhary, Shahih Bukhari,Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), h. 14

25 Abu Syuja’ Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, Matan Al-Ghayah Wa At-Tagrib, (Beirut: Darlhya’ Al-
Turats Al-Arabi,2001), h. 237

26 Abu Syuja’ Al-Ashfahani, Fikih Praktis Madzhab Syafi’i (Matan Abu Syuja’), terj. Pakihsati, (Solo:Media
Zikir,2013), h.324

27 Abu Syaraf An-Nawawi, Raudhah At-Talibin, jilid 7, (Beirut: Al-Maktabah At-Tijariah Al-Kubra,2002), h. 374

28 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in, (Indonesia: Al-Harmain,2006), h. 111
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mentalaktiga istrinya atas (penggantungan pada) suatu perbuatan yang tidak bisa dan tidak
pasti ia lakukanmisalnya demi Allah saya mentalak tiga istriku jika saya minum air. Guru kita
berkata : Tentang kesunnahan khulu’ disini ada suatu penelitian, karena banyaknya para
ulama yang berpendapat mengenai kembali terjadinya sifat yang tempat penggantungan
talak itu. Maka menurut beberapa ulama, karena seperti itu khulu’ menjadi mubah, bukan
sunnah.?®
Al-Jaziri membagi hukum khulu” menjadi boleh, wajib, haram, dan makruh.
ooy GBI ) e 25 WAl g 5 G OS85 Rse Ob 0sS 85 BN O O (e g s @A
1) il Caa g 35 (LAY 5 GOV oo ol Jae die s g a5 (a1 O A8 A ol ) Aalal) e Sl sally
ageany die Aal S s 5 adall 4 Jua) o e @llia W S35 axiiall AlSalY) (e Gl iy Caia gy 285 Y 5l 5 51 el alls agle (i 53
305\)ﬂ\é\zﬂﬁ\¢a§3guwh\);.\|}
Khulu’ itu setipe dengan talak karena talak, itu terkadang tanpa tebusan dan terkadang
dengan tebusan. Yang kedua disebut khulu’ seperti diketahui talak itu boleh apabila
diperlukan. Bisa juga haram apabila menimbulkan kedzaliman pada istri dan anak. Hukum
asal adalah makruh menurut sebagian ulama dan haram menurut sebagian yang lain selagi
tidak ada kedaruratan untuk melakukan perceraian.

Pasangan suami istri yang bercerai dengan cara cerai gugat (khulu’) maka
perceraiannya disebutdengan talak ba’in bainunah sughra (talak ba’in kecil) sering disingkat
dengan talak ba’in sughra, talakba’in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh
dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa ‘iddah. Ini berbeda
halnya dengan talak ba’in kubro atau talak tiga dimana suami tidak bisa lagi kembali
kepada istri kecuali setelah istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan perceraian dengan
cara cerai gugat (khulu’) itu datangnya dari pihak istri.

Kronologis Kasus dan Amar Putusan

Maswanih binti H Asmawi dan Jahruddin bin H Sapi’l adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 20 November 1984, selama perkawinan telah dikaruniai anak
sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M.
Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31
November 1996. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga mereka sudah tidak ada
keharmonisan lagi, hal itu disebabkan :

Suami kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada istri.

Suami dengan istri sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yang berakhir dengan
ancaman dari suami.

Suami sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran, padahal suami
adalahseorang guru yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada murid dan anak-
anaknya.

Apabila terjadi perselisihan suami sering mengancam istri dengan benda tajam yang
dapat membahayakan keselamatan istri dan anak-anaknya.

Dalam situasi ini istri telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga
mereka dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya
pengertian dan perubahan sikap dari suami, namun suami malahan merasa cemburu dan
mengancam teman kerja istri.

Istri juga telah berusaha keras memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dengan
jalan bermusyawarah dengan keluarga suami, akan tetapi tidak ada tanggapan. Dengan

29 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in, terj. Aliy As’ad, jilid 3, (Yogyakarta: MenaraKudus,1979),
h. 120
30 Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, Fathul Mu’in, (Indonesia: Al-Harmain,2006), h. 111
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keadaan tersebut rumah tangga Maswanih dan Jahruddin sudah tidak dapat dibina lagi
dengan baik, karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Atas dasar ini, Pengadilan
Agama Bekasi No. 688/Pdt.G/2005/PA.Bks, tanggal 25 Agustus 2005 M bertepatan dengan
tanggal 20 Rajab 1426 H melalui amar putusannya sebagai berikut:

. Mengabulkan gugatan Penggugat;
. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba’in sughra tergugat (Jahruddin bin H Sapi’i) terhadap

penggugat (Maswanih binti H Asmawi);

. Membebankan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sebesar Rp 172.000,

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Putusan ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui
putusannya No. 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M. bertepatan
dengan tanggal 7 Dzulgaidah 1427 H. menyatakan permohonan banding para pembanding
tidak dapat diterima. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kasasi.

Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007 tanggal 19 september melalui amar
putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg,

tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulgaidah 1427 H;
MENGADILI SENDIRI:

. Mengabulkan gugatan Penggugat;
. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat (Jahruddin bin H Sapi’i) terhadap

Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);

. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp

1.000.000,- (satu juta rupiah);

. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya yang

bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir
tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal
sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai
dengan ketigaorang anak tersebut dewasa (21 tahun);

. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini

kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkanuntuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp
172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari
Rabu , tanggal 19 september 2007 dengan Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim
Agung yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Hamdan ,
S.H., M.H., dan Dr. Rifyal Ka’bah, M.A., hakim-hakim Agung sebagi Anggota dan di
ucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Anggota tersebut
yang dibantu oleh Drs. H Nurul Huda, S.H., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
para pihak.3!

Dalam putusan lain terkait kasus pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat juga pernah
terjadi di Pengadilan Agama Pati. Pengadilan Agama Pati, melalui Putusannya No.
1925/Pdt.G/2010/PA.Pt. tanggal 14 Maret 2011, telah memutuskan untuk memberi nafkah
iddah cerai gugat kepada istri sebesarRp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Latar Belakang Pertimbangan Hukum

3! Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007. tanggal 19 september 2007
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Dalam putusan tersebut, penulis menemukan pertimbangan hukum secara konkrit
terkait dengan pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat, putusan Mahkamah Agung RI Nomor
137/K/AG/2007.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 pertimbangan hukum
pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun
1974 Jo. Pasal 149 KHI.22 Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya
penghidupan danatau menentukan suatu kewajiban bekas istri ”

Pasal diatas menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam
memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat
perceraian. Secara tekstual makna perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna
perceraian secara umum. Perceraian dalamPasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dapat
dimaknai dengan cerai talak atau cerai gugat. Berdasarkan Pasal tersebut setiap perkara
perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hakim memiliki kebebasan dalam
memberikan putusan kepada suami agar dapat mewajibkan biaya penghidupan atau
menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Dasar pemberian nafkah kepada bekas istri pada perkara cerai juga diperkuat oleh
Pasal 149 KHI.Pasal 149 KHI berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,
kecualibekas istri tersebut qobla al-dukhul;
Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah,
kecualibekas istri dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila gobla al-dukhul;
Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal diatas menunjukkan akibat dari talak suami wajib memberikan mut’ah yang
layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa ‘iddah,
melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya hadhanah. Dalam pasal 149
huruf (b) jelas bahwa apabila telahjatuh talak ba’'in maka bekas suami tidak wajib memberi
nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah. Dari pasal ini
majelis hakim dalam perkara cerai gugat No. 137/K/AG/2007 berpendapat bahwa bekas istri
berhak tetap mendapatkan nafkah dan mut’ah dari bekas suaminya. Pasalini bertentangan
dengan putusan majelis hakim, namun hakim berpendapat bahwa dalam putusannya
mewajibkan bekas suami memberikan nafkah dan mut’ah kepada bekas istri selama masa
iddah selamabekas istri tidak nusyuz.

Dalam pasal 113 KHI berbunyi Perkawinan dapat putus karena :
1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan3?

Lafal “ talak ” pada Pasal 149 KHI mengandung makna secara umum dalam arti
“perceraian” pada Pasal 113 KHI. Perceraian itu bisa sendiri bisa dilakukan dengan cara talak
dan gugatan perceraian. Selanjutnya akibat dari perceraian adalah adanya ketentuan iddah
sesuai Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi :

“ Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah, kecuali

“*

oo

32 Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007. tanggal 19 september 2007
33 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 170
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goblaal-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.34

Karena ada kewajiban ‘iddah bekas istri setelah perceraian karena talak ataupun
cerai gugat, maka selama masa ‘iddah sesuai Pasal 149 KHI huruf (b) bekas suami waijib
memberikan nafkah dan mut’ah kepada istri.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september
2007 tentangpemberian nafkah ‘iddah cerai gugat dicantumkan bahwa meskipun perkara ini
pada awalnya istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhi talak
harus menjalani masa ‘iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa ‘iddah adalah untuk
“istibra”. Istibra’ tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 141
huruf (¢c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI huruf (b), tergugat diwajibkan
memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat.

Istibra’ secara etimologis berarti mencari kebebasan sedangkan secara syar
adalah penantian seorang perempuan dalam masa tertentu untuk memastikan bebasnya
atau kosongnya rahim. Dalam menjalani istibra’ perempuan dilarang memakai wangi-wangi
an dan berhias karena itu bisa menarik lawan jenis (laki-laki lain). Perempuan dalam masa
istibra’ ini juga dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, supaya tidak
terjadi pencampuran sperma.s®

Dari dua dasar perundangan yang dikemukakan oleh majelis hakim Mahkamah
Agung, yaitu pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo dan Pasal 149 KHI huruf (b)
menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan mut'ah dan
nafkah ‘iddah kepada bekas istri dalam kasus cerai gugat, namun dengan pertimbangan
bahwa bekas istri tidak nusyuz. Tentu saja dalam memberikan mut'ah dan nafkah ‘iddah
harus juga disesuaikan dengan pekerjaan dan keamampauan bekas suami. Hakim tidak
boleh memberikan mut'ah dan nafkah iddah diluar kemampuan bekas suami.

8. Analisis Penulis

Dalam putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara cerai gugat No.
137/K/AG/2007, tanggal 19 september 2007, menjatuhkan putusan kepada bekas suami
untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughra terhadap bekas istri. Talak ba’in sughra adalah
talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya
meskipun dalam masa iddah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 119 ayat (1) KHI. Majelis
hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar ‘iddah.
Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengacu pada Pasal 41 huruf (c) UU No.1 1974 Jo,
Pasal 149 huruf (b) KHI, dan istri tidak terbukti nusyuz. Namun berbeda dengan pendapat
Mazhab Syafi’i tentang pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat (khulu’).

Menurut ulama Syafi'iyah dan jumhur ulama salaf berpendapat bahwa nafkah ‘iddah
tidak diberikan kepada perempuan yang ditalak ba’in dalam hal ini cerai gugat (khuluk)
dikategorikan sebagai talak ba’in, akan tetapi istri yang di talak ba’in berhak mendapatkan
tempat tinggal, baik istri dalam keadaan hamil maupun istri tidak dalam keadaan hamil, dan
berhak mendapatkan nafkah apabilaistri dalam keadaan hamil akan tetapi istri tidak berhak
mendapatkan nafkah apabila istri tidak dalam keadaan hamil. Dalilnya sebagai berikut Qs.
At-Thalag ayat 6
Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu
dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika
mereka (istri-istriyang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka malahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan

34 |bid, h. 184
35 Ali Yusuf As-Subki, Figh Keluarga, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 354
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(anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di
antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri
dan menggantungkan kewajiban nafkah kepada istri yang dalam keadaan hamil. Nafkah
wajib diberikan apabila istri dalam keadaan hamil dan tidak wajib diberikan apabila istri tidak
dalam keadaan hamil.

Tidak adanya hubungan antara nafkah dan tempat tinggal, bagi istri yang tercerai agar
dapat menunggu, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang beriddah.
Sedangkan nafkahwajib bagi istri karena dua sebab :

. Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj’i ;
Dalam hal ini bagi istri yang di talak ba’in sughra suami tidak berhak kembali (rujuk) kepada
istri, maka dari itu suami tidak wajib memberika nafkah kepada istri.
. Menghidupi istri yang hamil ;
Jadi bagi istri yang di talak ba’in sughra dalam keadaan hamil maka istri tetap berhak
mendapatkan nafkah ‘iddah.36

Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu’ Syarh Al-
Muhadzdzab tentang nafkah iddah bagi istri yang di talak ba’in adalah :

T 5 Mals S (5 L oy al Sila il o 48801 Ll Sl ) il Slila S L a5 Ly 33U (IS ¢

“Jika talak ba’in wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal, adapun istri dalam keadaan
hamilatau istri tidak dalam keadaan hamil, dan adapun tentang nafkahnya, jika istri tersebut
tidak dalam keadaan hamil tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya dan jika istri
tersebut dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri”

Adapun wanita yang di talak ba’in menurut Mazhab Syafi’i tentang wajibnya nafkah
‘iddah kepadanya adalah jika istri tidak dalam keadaan hamil maka dia tetap berhak
mendapatkan tempat tinggal, akan tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari
suaminya dan jika istri dalam keadaan hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah ‘iddah
dari suaminya.®8

Adapun pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm nafkah ‘iddah tidak diberikan
kepada perempuan yang di talak ba'’in.

4685 O Lgtian ) Gllay Y e sy OIS Allae S5 cdia Lgiae 8 cuilSle i) Lol Lgtia ) llay g g ) S ddllae (K6 ; 2dll)

3ala cilSla Letdss adde ()5S Slala (5585 O V) cada Leiae gl
Imam Syafi’i berkata: Semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk kembali
oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa ‘iddah dari
suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan suaminya tidak
mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya
selama dalam masa ‘iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.*°

Adapun hadist yang menyatakan tentang nafkah ‘iddah itu tidak diberikan kepada

36 M Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan

Talak), (Jakarta: Amzah,2009), h. 335

37 Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 20 (Beirut: Dar Ihya’ Al-Turats Al-

arabi, 2001), h. 122

38 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabig, terj. Ahmad Tirmidzidkk,

(Jakarta: Al-Kautsar,2013), h. 475

%% Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyah,2002), h.

344

40 |mam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Al-Umm, terj. Imron Rosadi dKKk, jilid 2 (Jakarta:Pustaka

Azzam,2013), h. 602
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perempuan yang di talak ba’in adalah sebagaimana hadist nabi Muhammad Saw.
st Al Lgilh Gain 0 5 pee Ll G 0 Aedlid e el ol o el G 25V (Y 50 20 0 A e e el LAl
Gl a1 B 4l @l @ S8 ol g ale A e ol cols ‘&@;&u;dﬁwwﬁj@;\ S N E QAT U TS
411685 agle
Diriwiyatkan dari Abu Salamah dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah
menjatuhkan thalak ba’in kubra sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia
mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa sya’ir (salah satu jenis gandum) dan si
istri memarahi suaminya (karena hanya mengrimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata,
“Demi Allah, tidakada kewajiban kami atasmu sedikitpun” Lalu ia datang kepada Rasulullah
SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda, “Tidak ada hak nafkah bagimu
padanya.

Jadi Mazhab Syafi’i berorientasi pada apakah masih ada hak rujuk bagi suami atau
tidak ada lagi hak rujuk bagi suami dan apakah istri dalam keadaan hamil. Jika ada hak
rujuk bagi suami maka wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan jika
istri dalam keadaan hamil maka wajib memberikan nafkah ‘iddah kepada istri. Sementara
jika tidak ada hak rujuk, seperti talak ba’in atau khulu’, maka tidak ada kewajiban memberi
nafkah ‘iddah kepada istri dan jika istri juga tidak dalam keadaan hamil maka tidak wajib
memberikan nafkah kepada istri.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak nafkah ‘iddah kepada
istri yang melakukan gugat cerai (khulu’), diatas berbeda dengan Mazhab Syafi’l, Mahkamah
Agung berorientasipada apakah istri itu melakukan nusyuz atau tidak.

Tidak adanya nafkah ‘iddah pada perkara cerai gugat (khulu’) tentunya menimbulkan
kerugian bagi bekas istri. Bekas istri tentunya sangat membutuhkan biaya atau uang atau
benda untuk menghidupi dirinya sendiri setelah perceraian. Jika nafkah ‘iddah diberikan
maka dapat menjamin kehidupan bekas istri selama masa ‘iddah. Hal tersebut tentunya
lebih mengakomodasi kepada kepentingan perempuan selama masa ‘iddah.

Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan
nafkah ‘iddah kepada penggugat. Tidak diberikannya nafkah iddah dalam cerai gugat
(khulu’) karena dalam tradisi lama ditingkat Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat
(khulu’) memposisikan perempuan dipihak yang salah. Namun putusan di Pengadilan
Indonesia ini harus sudah ada alasan yang rasional dalam memutuskan perkara seperti
cerai gugat (khulu’) ini, dan harus lebih memperhatikan serta lebih mengakomodasi
kepentingan umum.

Banyak kasus cerai gugat (khulu’) yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan
bahwa perempuan itu merasa menjadi korban karena marasa dirugikan oleh suami.
Sebagai contoh adalah ketika perempuan yang mengajukan cerai gugat (khulu’) tersebut
dirugikan karena mendapatkan perlakuan dari suami yang tidak bertanggung jawab seperti
melakukan KDRT, meninggalkan istri selama dua tahun dan perlakuan buruk lainnya. Hal
ini tentu saja harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian putusan didalam
perkara cerai gugat (khulu’), sehingga perlu dikaji ulang lagi.

Apabila perempuan mendapat perlakuan yang merugikan dirinya tersebut, perempuan
akan sangat wajar jika mempunyai hak terkait dalam nafkah ‘iddah, maskan dan kiswah
dalam konteks dan istilah apapun dalam, perkara perceraian. Perlu dipertimbangkan lagi
bahwa jika perempuan mendapatkan hak nafkah ‘iddah, maskan dan kiswah harus dengan
catatan bahwa istri tidak melakukan nusyuz. Dengan ini maka perlu adanya pendekatan

41 lmam Abi Husein Muslim bin Al Hajjaj, Shahih Muslim, ( Tunisia: Dar lhya Al-Kitab Al-Arabiyah,1992),
hal.1114
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dari sisi kemanusiaan dari hakim untuk memutuskan penetapan nafkah ‘iddah.
PENUTUP

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi tentang Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 tentang Pemberian Nafkah ‘lddah pada Cerai
Gugat (Khulu’) dapatpenulis simpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa nafkah ‘iddah tidak diberikan kepada perempuan (istri) yang
ditalak ba'’in seperti cerai gugat (khulu’) yang juga dikategorikan sebagai talak ba'’in sughra,
akan tetapi istri yang ditalak ba’in berhak mendapatkan tempat tinggal, baik istri dalam
keadaan hamil maupun istri tidak dalam keadaan hamil, dan berhak mendapatkan nafkah
apabila istri dalam keadaan hamil, akan tetapi istri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila
istri tidak dalam keadaan hamil. Nafkah wajib bagi istri karena dua sebab:

a. Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj'i;, Dalam hal ini bagi istri
yang ditalak ba’in sughra suami tidak berhak kembali (rujuk) kepada istri, maka dari
itu suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.

b. Menghidupi anak bagi istri yang hamil,

Jadi bagi istri yang ditalak ba’in sughra dalam keadaan hamil, maka istri masih tetap berhak
mandapatkan nafkah ‘iddah .

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor. 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007
tentang pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat majelis hakim tetap memberikan nafkah ‘iddah
terhadap istri karena istri tidak tebukti melakukan nusyuz, maka Mahkamah Agung
berpendapat bahwa suami harus memberikan nafkah iddah kepada istri, dengan alasan istri
harus menjalani masa ‘iddah dan tujuan dari ‘iddah itu antara lain untuk istibra’ yang istibra’
tersebut menyangkut kepentingan suami.

Dalam hal ini Mazhab Syafi’l berbeda pendapat dengan putusan Mahkamah Agung
tentang pemberian nafkah cerai gugat (khulu’), karena mazhab Syafi’i berorientasi pada
apakah adahak rujuk bagi suami atau tidak ada lagi hak rujuk bagi suami dan apakah istri
dalam keadaan hamil . jika ada hak rujuk bagi suami dan istri dalam keadaan hamil maka
wajib memberikannafkah kepada istri.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak nafkah ‘iddah kepada
istri yangmelakukan cerai gugat (khulu’), diatas berbeda dengan mazhab Syafi'i, Mahkamah
Agung berorientasi pada apakah istri itu melakukan nusyuz atau tidak.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 tanggal 19 september
2007 tentang nafkah ‘iddah cerai gugat didasarka pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun
1974 Jo, dan Pasal 149 KHI. Hakim Mahkamah Agung memutuskan memberi nafkah ‘iddah
cerai gugat karena pertimbangan, bahwa istri harus menjalani masa ‘iddah sehingga harus
membebankan nafkah juga. Diberikan nafkah ‘iddah karena adanya kepentingan bekas
suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama
dalam masa ‘iddah. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan Mahkamah
Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 ini bahwa tindakan istri atau pemohon kasasi oleh majelis
hakim tidak dianggap nusyuz, dan majelis hakim tetap memberikan hak nafkah ‘iddah
kepada bekas istri.
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	وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْ...
	وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ...
	Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mere...
	وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَۗ وَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْ... (1)
	Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yan...
	d) Wanita yang dicerai sebelum dikumpuli, maka tidak ada ‘iddah baginya, Firman Allah   surat Al-Ahzab ayat 49
	يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَاۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا
	Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan le...
	3. Pengertian Cerai Gugat (Khulu’)
	Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”
	جَاءَتْ امرَأَةُ ثَابِت بْنِ قَيْس بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّه مَاأَنقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَلاَ خُلُقِ إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُواللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ...
	5. Hukum Cerai Gugat (Khulu’) Menurut Mazhab Syafi’i
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